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Di Sidang APPF, Putu Supadma Rudana Ajak Kerjasama 
Regional Atasi Kejahatan Trans-Nasional 

 
Manila - Filipina, Ketua Delegasi Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu 
Supadma Rudana kembali mengikuti rangkaian Sidang APPF atau pada Asia-Pacific 
Parliamentary Forum (APPF) pada sesi Pleno Bidang Politik dan Keamanan. Sesi tersebut 
diadakan pada Jumat (24/11) dengan fokus pada tema "Combatting Transnational 

Crime" di Philippine International Convention Center (PICC), Pasay City, Manila. 

Dalam forum tersebut, Putu Supadma Rudana menegaskan komitmen Indonesia dalam 
mengatasi berbagai kejahatan trans-nasional seperti cyber-security, perdagangan dan 
penyelundupan barang ilegal, pencucian uang, kejahatan terhadap satwa, perdagangan 
narkotika, serta perdagangan ilegal terhadap barang-barang peninggalan budaya. 

Indonesia akan terus berkomitmen untuk menangani persoalan tersebut mengingat 
Indonesia sangat rentan menjadi objek atau target kejahatan trans-nasional yang 
semakin marak. 

Menurutnya, Indonesia berpartisipasi aktif dalam berbagai forum multilateral yang 
berkaitan dalam penangangan kejahatan trans-nasional seperti United Nations 
Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC) Conference of State Parties, the 
ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC), and the Bali Process on 
People Smuggling, Trafficking in Persons, and Related Transnational Crimes (Bali 

Process). 

Kendati demikian, Putu menyayangkan masih kurangnya perhatian parlemen untuk 
menangani kejahatan tersebut. Karena itu, ia sangat mengapresiasi APPF ke-31 yang 
menjadikan isu tersebut sebagai salahsatu tema di Sesi Pleno Sidang APPF.Anggota 
Komisi VI DPR RI tersebut menegaskan bahwa parlemen memiliki peran strategis karena 
memiliki kewenangan dalam penyusunan regulasi, penganggaran, dan pengawasan. 
Forum ini bisa menjadi wadah bagi kerjasama trans-nasional untuk mengatasi kejahatan 
trans-nasional. 

Terakhir, Politisi Partai Demokrat tersebut menggarisbawahi bahwa kejahatan trans-
nasional akan mengganggu upaya percepatan pembangunan dan pertumbuhan nasional 
dan kawasan. Karena itu, Indonesia sangat antusias untuk mempererat hubungan 
kerjasama dengan negara-negara Asia-Pasifik untuk menangani berbagai kejahatan yang 
bersifat lintas batas negara. 

Pada kesempatan itu, setiap negara menyampaikan pandangannya masing-masing 
selama kurang lebih lima menit. Secara umum, semua delegasi parlemen APPF 
menyambut baik dan berharap ada kerjasama yang lebih konkret. 
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